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Sorotan disampaikan ketika
menghadiri rapat koordinasi
sinkronisasi aspirasi daerah
dalam rangka konsolidasi ang-
gota DPD RI Provinsi Bali den-
gan pemangku kepentingan di
daerah pemilihan untuk perce-
patan pembangunan daerah di
Hotel Paradise, Sanur.’

Sudikerta mempertanyakan
komitmen bersama pemerintah
kabupaten/kota, sebab selamaini,
setiap kali diundang rapat dalam
hal merencanakan pembangu-
nan di Bali akan diteruskan
ke kabupaten kota, pemangku
kepentingan jarang hadir.

“Seringkalimemangsepertiitu,
kadang yang datang adalah per-
wakilan yang tidak mempunyai
wewenang untuk mengambil
kebijakan. Jadi, bagaimana mau
sinkron kebqakan dari pusat ke
daerah prov1ns1, maupun ke ka-
bupaten/kota,” terangnya.

Sudikerta menyambut baik
maksud dari DPD RI dalam hal
sinkroniasiantar pusat dan daer-
ahini, apalagi jika pembangunan
di Bali terus diperjuangkan di
pemerintah pusat, sehingga bisa

terwujud yang digunakan
untuk melayani masyarakat.
“Kami di Provinsi Bali menyam-
butbaikatensi darianggota DPD
RI ini. Saya rasa ini juga mer-
upakan kewa;lban behau untuk
memperjuangkan,” g]amya
Menurut Sud1kerta¢ acara-acara
seperti ini seharusnya diikuti
oleh pihak pemangku kebijakan
di daerah. sehmgga ketika ada

_sebuah rencana pembangunan

dari pusat ke daerah ada kes-
inambungan dan tidak terjadilagi
kontradiktif. “Ayo kita sama-sama
menyatukan persepsi, menyatu-
kan draflangkah untukmengam-

bil kebijakan. Tentu orientasinya
kebijakan itumenyangkutkepada
kepentingan kesejahteraan mas-
yarakat Bali, itu lah yang perlu
dipahami oleh pemimpin di ka-
bupaten/kota ini. Jadi, jelas alur
kebijakannya,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang
senator asal Bali Gede Pasek
Suardika mengatakan selama
ini memang di semua daerah
termasukj juga di Bali mengenai

masalah sinkronisasi kebijakan
berbenturan dengan program
pembangunan pusat. “Seh-

mggﬂ kebijakan pusat tidak
‘sampai ke ¢ daerah, terangnya.

Menurut Pasek, tidak ya
pemerintah Provinsi Bal{ saja
yang harus berjuang, jugh pe-
merintah kabupaten/kota, §ebab
pemermtah kabupaten kota ini

mempunyaikewajibanjugamen-
yampaikan program 4
nan dari pusatuntuk ,
“Jadi, mari kita bersama 3
ngun Bali ini. Banyak p
pusat, tetapi justru dananyaltidak
bisa dialirkan ke daerah karena
‘tidak ada sinkronisasi,’ uj

Semenmfim,'AIYaW
dalam sambutannya juga fnen-
yorot soal Kota Denpasar nen-
‘genai masalah pengemb gan

RS Indra dan RS Inte onal
Bali Mandara yang tidak dikel-
uarkan izin mendirikan b ngu-
nan (IMB) khususnya ] S Jn
untuk pengembangan. “If /
untuk kepentingan masya t,
dananya sudah ada, kok
mengeluarkan izin,” ter:
_Persoalanini lahyangm nicu
mandeknya pembangynan
di daerah yang khusu$nya
langsung bisa menyentuh mas-

yarakat. “Ini meski dievalliasi
‘bersama. DPD RI mempuhyai
tugas dan wewenang urntuk
mendesak daerah dalam|hal
pembangunandi daerah,” pang-
kasAryaWedakama (hen/yes)
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